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INFLUENCE THE LEVEL OF TAX COMPLIANCE ON THE EFFECTIVENESS 






Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di 
atas, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib 
pajak terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Tana Toraja. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis. 
Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai uji regresi antara 
kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan 
bangunan, dimana ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan 
wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan. 
Sehingga hipotesis diterima. 
 
Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, efektivitas, dan pemungutan PBB 
. 
This study aims to address issues that have been formulated above, namely to 
test and analyze the level of tax compliance on the effectiveness of land and 
building tax collection in Tana Toraja. The method of analysis used in this 
research is descriptive analysis, linear regression analysis and hypothesis 
testing. The findings of this study show that the regression test between the tax 
compliance of the effectiveness of tax collection on land and buildings, where 
there is a positive and significant influence between the level of tax compliance 
on the effectiveness of property tax collection. So the hypothesis is accepted. 
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1.1 Latar Belakang Masalah  
Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat 
ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan 
masyarakat. Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan 
dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini 
penerimaan pajak sangat diperlukan oleh pemerintah, oleh karena itu perlunya 
upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Demikian penting pajak bagi 
negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara 
berdasarkan Undang-undang. 
Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui 
pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat 
memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber 
dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak 
merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan 
penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat 
guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi 
masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa 
sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan 







 Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak    
Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu 
faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensil dan kontribusi terhadap 
pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya 
Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh 
bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Upaya dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan, maka perlu UU 
Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam UU No. 12 tahun 1994 yang menjelaskan 
bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak pengeluaran yang dikenakan 
terhadap bumi dan bangunan sedangkan dalam UU PBB tahun 2011 yang 
menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengalihkan semua kewenangan terkait 
pengelolaan PBB kepada Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut antara lain 
proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ 
penagihan dan pelayanan. 
Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian 
masyarakat  untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian 
masyarakat untuk membayar pajak adalah melalui tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari 
pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya 
tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan 
terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa 
selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya, sehingga efektivitas 
pemungutan pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi atau efektif. 
Kemudian perbedaan penellitian dengan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Daniel Bingku (2012) 
meneliti mengenai efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di 
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Kecamatan Wanea Kota Manado. Dimana penelitian yang dilakukan dilakukan 
oleh Daniel Bingku ditekankan dalam meningkatkan pengelolaan pajak bumi dan 
bangunan ditinjau dari aspek perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti lebih menekankan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan dan hubungannya dengan efektivitas 
pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
Pentingnya masalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagai dinas yang 
berwenang melakukan segala jenis pendapatan daerah khususnya masalah 
pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan, karena fenomena yang 
terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
Kabupaten Tana Toraja bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
mengalami penurunan atau tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Oleh 
karena itu dengan adanya fenomena tersebut di atas maka perlu meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak, hal ini dimaksudkan agar efektivitas pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan khususnya di Kabupaten Tana Toraja dapat efektif. 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan efektif apabila hasil pungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan sesuai dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan. 
Pengalihan pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan tindak lanjut kebijakan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan 
dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini 
adalah titik balik dalam pengelolaan BPHTB dan pengelolaan pajak bumi dan 
bangunan. Dengan pengakuan ini maka kegiatan proses pendataan dalam UU 
No. 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengalokasian pajak bumi dan 
bangunan dan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja dimiliki sejak tahun 2013. 
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Berikut ini akan disajikan data target dan realisasi penerimaan PBB di 
Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2013 s/d tahun 2014 yaitu. 








2013 1.938.200.833 1.918.095.079 98,96 
2014 1.948.719.349 1.892.317.741 97,25 
Sumber : Data diolah 
Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan dalam 2 tahun terakhir (tahun 2013 dan 2014) belum efektif. 
Tidak efektifnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan karena 
jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum sesuai 
dengan yang ditargetkan. 
Berdasarkan hal tersebut serta pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka peneliti tertarik untuk 
mengambil judul skripsi sebagai berikut : Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Tana Toraja. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah tingkat kepatuhan 
wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan di atas, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat 
kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 




1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut.  
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan 
referensi serta menjadi rujukan dalam dunia akuntansi mengenai tingkat 
kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat 
untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan wajib pajak terhadap 
efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini secara sistematis 
disusun dalam suatu kerangka sebagai berikut. 
Bab  I    : Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II    : Tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teori dan konsep, tinjauan 
empirik, dan kerangka pikir. 
Bab III   : Metode penelitian yang menguraikan tentang rancangan penelitian, 
daerah dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan 
sumber data, metode analisis. 
Bab IV  :  Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum 
obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan 








2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Pengertian Kepatuhan 
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan 
tulang punggung self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab 
menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan 
tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Gunadi (2009:5) 
menyatakan bahwa: kepatuhan pajak (tax compliance) berarti bahwa wajib pajak 
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang 
berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive 
investigasi) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum 
maupun administrasi. 
Menurut Nurmantu (2003:6), terdapat dua macam kepatuhan yaitu 
kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu 
keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua 
ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 
perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan 
dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan 
formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
2.1.2 Pengertian Pajak  
Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya didasarkan undang-







siapa (wajib pajak) tidak atau sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, 
terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui 
surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan 
denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan 
pidana penjara (Yolina, 2009:11). Secara umum pajak dapat diartikan sebagai 
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran 
umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. 
Disamping itu, ada beberapa definisi pajak menurut undang-undang dan dari 
berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama. 
Pengertian pajak yang dimaksud antara lain dikemukakan oleh : 
1. Yolina (2009:11) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang 
diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”.  
2. Sari (2013:33), mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat 
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang Undang) dengan 
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung tugas negara untuk menyelenggaran pemerintahan”. 
3. Waluyo (2010:2) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 
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langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membayar 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan. 
4. Suprianto (2011:2) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara 
yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak pembayarnya 
menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat 
ditunjuk secara langsung. 
5. Sumarsan (2010:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang berlangsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
6. Sumitro dalam Mardiasmo (2012:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
7. Menurut Purwono (2010:7), mendefinisikan pengertian pajak sebagai 
kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgetir dari pajak, 
sedangkan pajak masih memunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila 
memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat 
dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, 
segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat 
diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun 
kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi. 
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Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk 
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari 
masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan 
ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu 
kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara yang 
berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-
undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 
Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli 
ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang dapat 
disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu: 
1. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara 
2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat 
memaksa 
3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk 
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan 
penyelenggaraan Pemerintah 
5. Secara khusus, undang-undang menambah bahwa penggunaan iuran pajak 
adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan 
kesejahteraan). 
2.1.3 Fungsi Pemungutan Pajak 
Dilihat dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, tampaknya fungsi pajak 
adalah hanya untuk mengisi kas negara guna membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. Selain dari fungsi budgetair tersebut 
sebenarnya pajak memunyai fungsi yang lebih luas lagi yaitu fungsi mengatur 
(fungsi regulerend). Penerapan fungsi mengatur dari pemungutan pajak dapat 
diterapkan dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik. 
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Adapun penerapan fungsi mengatur yang pernah dilakukan di Indonesia 
menurut Bambang  (2006:3) antara lain.  
1. Melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor, 
maka pemerintah menetapkan kebijaksanaan pengenaan tarip Bea Masuk 
yang tinggi bagi barang-barang industri luar negeri yang dimasukkan ke 
Indonesia 
2. Untuk menarik pemilik modal asing agar bersedia menanamkan modalnya di 
Indonesia, kepada investor tersebut diberikan berbagai fasilitas seperti 
pembebasan pajak serta perangsang penanaman.  
3. Untuk menekan pola hidup mewah, pemerintah mengenakan pajak 
penjualan atas barang mewah yang cukup tinggi bagi konsumsi barang 
mewah. 
4. Untuk menunjang program keluarga berencana dalam rangka menekan laju 
tingkat pertambahan penduduk, maka pemerintah menetapkan jumlah anak 
dan anggota keluarga lain yang dapat diperhitungkan dalam menentukan 
penghasilan tidak kena pajak dibatasi paling banyak tiga orang.  
5. Untuk mendorong perkembangan koperasi dalam kaitannya dengan usaha 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka Sisa Hasil Usaha yang 
diperoleh koperasi yang semata-mata kegiatannya hanya dari dan untuk 
anggota dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan. 
Sedangkan menurut Sunarto (2008:3) mengemukakan dua fungsi 
pemungutan pajak sebagai berikut. 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
2. Fungsi Mengatur (Reguler) 





1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  
Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk  
memeroleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran  baik bersifat rutin maupun  untuk pembangunan.  Fungsi  sumber 
keuangan negara yaitu  fungsi  pajak sebagai  sumber  penerimaan  negara  dan 
digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun  
pengeluaran pembangunan (Sunarto, 2008:3). 
Negara  seperti halnya  rumah  tangga  memerlukan sumber-sumber  
keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber 
keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi  
suatu  negara, sumber  keuangan  yang utama adalah pajak  dan  retribusi. Di 
samping itu, negara memunyai sumber penerimaan lain sebagai berikut: 
a. Hasil  pengolahan bumi, air dan kekayaan alam, seperti tercantum  pada  
pasal  33 UUD 1945, bumi,  air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. 
b. Keuntungan dari perusahaan negara baik persero maupun perum. 
Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 
Badan Usaha  Milik  Daerah (BUMD). 
c. Denda-denda  dan penyitaan barang yang  dilakukan  oleh pemerintah 
karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus 
diperhatikan bahwa  denda  dimaksudkan oleh negara untuk mengurangi 
pelanggaran hukum. 
d. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax 




e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari 
dalam negeri. 
f. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan 
kekayaan negara lainnya. 
2. Fungsi Mengatur (Reguler) 
Di samping  usaha  untuk  memasukkan  uang  sebanyak mungkin untuk 
kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai  usaha pemerintah 
untuk turut campur tangan  dalam  hal  mengatur  dan bilamana perlu, mengubah 
susunan  pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada fungsi 
mengatur, pemungutan pajak digunakan: 
a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi 
dan sosial. 
b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar 
bidang keuangan. 
Berdasarkan kedua fungsi tersebut di atas mengemukakan bahwa pajak 
berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam 
APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi mengatur (reguler) 
berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang 
sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi 
terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. 
Disamping itu, negara memunyai sumber penerimaan lain: 
a. Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam, seperti tercantum pada  
pasal 33 UUD 1945, bumi, air  dan  kekayaan alam yang terkandung di 




b. Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero, Perum maupun Perjan. 
Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) maupun 
Badan Usaha  Milik  Daerah (BUMD). 
c. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah  karena 
suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus diperhatikan 
bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi pelanggaran hukum. 
d. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax 
(bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat. 
e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari 
dalam negeri. 
f. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun  hasil pengelolaan 
kekayaan negara lainnya. 
Seperti disebutkan bahwa selain fungsi budgetair, pajak juga 
dipergunakan sebagai alat  untuk menentukan politik  ekonomi.  Tidak ada 
satupun negara di dunia ini menghendaki kehidupan masyarakatnya merosot. 
Oleh sebab itu politik pemungutan pajak seharusnya, Sunarto (2008:5): 
1. Jangan  sampai menghambat lancarnya produksi  dan  perdagangan. 
2. Jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan 
dan  jangan sampai  merugikan  kepentingan umum. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 
keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga keadilan dalam 
pemungutan pajak dapat tercapai. 
Sebelum kita membahas materi fungsi pemungutan pajak maka 
sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu asas-asas pemungutan pajak dimana 
asas-asas pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan 
dalam memlih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian 
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pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu 
pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak 
hendaknya didasarkan pada, menurut Mardiasmo (2012:5): 
1. Equality 
Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 
pajak atau “ability to pay” dan sesuai dengan manfaat yang diterima.  
Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk 
pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat 
yang diminta. 
2. Certainty 
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu 
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang 
kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
3. Convenience 
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-
saat yang tidak menyulitkan, w  ajib pajak sebagai contoh pada saat wajib 
pajak memeroleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut  “pay as you 
earn”. 
4. Economy 
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 
pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban 
yang dipikul wajib pajak.  




a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi 
dan sosial 
b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar 
bidang keuangan. 
Menurut Mardiasmo (2012 : 6) bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan 
ber dasarkan 3 stelsel yaitu : 
1. Stelsel nyata (riel stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 
penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memunyai 
kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak 
yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru 
dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) 
sehingga: 
a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada 
akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah 
kas yang memadai. 
b. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga 
jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh. 
2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 
sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini 
adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 
pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 
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3. Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih lebih besar 
dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 
Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 
 
2.1.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan untuk membangun daerah dalam suatu 
negara harus didasarkan pada perekonomian yang riil dan berkesinambungan 
agar pembangunan yang di cita-citakan bangsa ini cepat tercapai. Peran pajak 
bumi dan bangunan daerah sangat vital dan dapat mengembalikan uang tersebut 
ke daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan daerah itu sendiri. 
Melihat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam membangun 
daerah yang sangat potensial, maka diperlukan strategis dalam pemungutannya 
lapangan, karena sering sekali para wajib pajak tidak taat membayar pajak. Hal 
tersebut diakibatkan para wajib pajak sering melihat hantu koruptor di lembaga 
tersebut (Meliala dan Oetomo, 2010:63). Dalam hal pembangunan daerah maka 
diperlukan kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar 
pembangunan daerah melalui pajak bumi dan bangunan cepat terealisasi 
dengan baik, dan paling tidak daerahpun dapat meningkatkan kemampuan dan 
kemandirian dengan pendapatannya sendiri. 
Peran PBB dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material 
dan darah kehidupan (lifeblood) bagi negara dan roda kekuasaanya. Dalam 
catatan sejarah, tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat 
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bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari 
rakyat. Sehingga dapat diteorikan, apabila basis material dan darah kehidupan ini 
“pajak” bisa berjalan dengan lancar baik dari segi penganggaran maupun 
pembelanjaannya, akan tercipta suatu negara yang sejahtera. Pajak dibayar, 
negara tegak; pajak diboikot negara ambruk (Meliala dan Oetomo, 2010:63). 
Walaupun sebenarnya banyak sekali sektor pendapatan negara ini yang 
telah dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara. Mulai dari 
pemanfatan sumber daya alam yang melimpah sampai penyelenggaraan usaha-
usaha perusahaan negara. Akan tetapi sektor-sektor tersebut masih belum bisa 
membawa negara ke jenjang yang lebih baik seperti yang diharapkan. 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian terpenting dari denyut nadi 
perekonomian suatu negara, dengan pemungutan pajak Negara dapat 
memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga Negara itu sendiri, 
namun kendalanya selama ini pajak masih di andalkan untuk pendapatan Negara 
yang paling banyak dan menempatai urutan pertama dalam APBN. Potensi Pajak 
Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat luar biasa, tetapi pemanfaatannya 
kurang maksimal sehingga kesejahtraan masyarakat tidak bisa terjamin dan 
masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Peran Pajak Bumi 
dan Bangunan dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun 
Negara sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar 
pajak. 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini juga dapat merangsang 
pertumbuhan dan pemberdayaan daerah, dengan hasil yang didapatkan dari 
Pajak Bumi dan Bangunan  harapan besar ketika dikembalikan ke daerah dapat 
dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyatnya. Proses pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjadi kerangka yang sangat ideal, apalagi 
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sebagian besar dari dana pendapatan di kembalikan lagi ke daerah dalam bentuk 
DAK, DAU, dan sebagainya. 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah 
dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi 
yang lebih baik bagi orang atau badan yang memunyai suatu hak atasnya atau 
memeroleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per 
wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. 
Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan 
NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP 
kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah 
atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan 
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 
Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak 
dan/atau memeroleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memeroleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar 
PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) 
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pembayaran PBB dapat 
dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB 
tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah 
serta dapat juga melalui kantor pos. 
Meliala dan Oetomo (2010:65), Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat 
PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-
undang Nomor 12 tahun 1994. Selanjutnya menurut Suparmoko, (2008:195). 
Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata memunyai suatu hak 
atas bumi, dan atau memeroleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, 
menguasai, dan atau memeroleh manfaat atas bangunan.  
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2.1.5 Subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan 
Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara 
nyata memunyai suatu hak atas bumi, dan atau memeroleh manfaat atas bumi, 
dan atau memiliki menguasai dan atau memeroleh manfaat atas bangunan 
(Waluyo, 2010:418). Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau 
badan yang memunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan 
UU PBB. Subyek PBB baru akan melunasi utang PBB apabila subyek PBB 
tersebut secara nyata memunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan atau 
memeroleh manfaat atas bumi dan bangunan (Burton dan Wirawan, 2007:35). 
Menurut Waluyo (2010:74). Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
orang pribadi atau badan yang secara nyata memunyai suatu hak atas bumi, 
dan/atau memeroleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau 
memeroleh manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, 
pengontrak, pemakai dan penyewa. Tjahjono dan Husein, (2009:480), yang 
dimaksud subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan 
yang secara nyata memunyai hak atas bumi dan atau memeroleh manfaat atas 
bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memeroleh manfaat atas 
bangunan.  
Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara 
nyata: 
a. memunyai hak atas bumi, dan atau 
b. memperoleh manfaat atas bumi, dan atau 
c. memiliki, menguasai, dan atau memeroleh manfaat atas bangunan. 
Yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang 
secara nyata memunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Jangkauan subjek 
dalam UU PBB sangat luas, karena meliputi orang atau badan yang memiliki, 
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menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Ini berarti 
meliputi, pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas 
bumi dan/bangunan. 
Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam UU PBB, 
yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak 
akan /baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif 
atau sudah memunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek 
pajak memunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, 
memperoleh manfaat dari objek kena pajak). 
Misalnya si A memperoleh manfaat dari bangunan yang Nilai Jual Kena 
Pajaknya kurang dari Rp.8.000.000,-. Si A tetap menjadi subjek pajak akan tetapi 
bukan merupakan wajib pajak. Yang berarti dia akan dibebaskan dari kewajiban 
pembayaran pajak. Ketentuan ini bermaksud untuk tidak mengenakan atas 
rumah /bangunan milik subjek pajak yang kurang mampu. 
Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, 
maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan 
menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus 
tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah (Tjahjono dan 
Husein, 2009:480): 
a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan bangunan milik 
orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak 
tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. 
b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang 
memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. 
c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk 
merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka 
orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. 
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Dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985 
menyebutkan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi 
dan /bangunan. Keduanya (bumi dan bangunan) dapat berdiri sendiri (bumi saja 
atau bangunan saja) maupun secara bersama-sama sebagai objek yang dapat 
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian bumi dijelaskan meliputi 
permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang ada di bawahnya. 
Apa yang disebut “permukaan bumi” di sini tak lain adalah tanah itu 
sendiri yang meliputi perairan. Sedangkan “tubuh bumi” adalah apa-apa yang 
berada di dalam bumi dan yang berada di bawah air. Apa yang disebut dengan 
air (perairan) disini mencakup perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa) serta 
laut wilayah Indonesia. Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu 
adalah tanah, air (perairan) dan tubuh bumi. Contoh: sawah, ladang, kebun, 
pekarangan, tambang, dan lain-lain (Tjahjono dan Husein, 2009:481). 
Bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Konstruksi 
teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 
perairan di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan sebagai tempat 
tinggal atau tempat usaha. Yang termasuk dalam pengertian bangunan dalam 
penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 
a. Jalan lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan. 
b. Kolam renang. 
c. Galangan kapal, dan dermaga. 
d. Jalan tol. 
e. Pagar mewah. 
f. Taman mewah. 
g. Tempat penampungan / kilang minyak. 
h. Tempat olah raga, dan lain-lain. 
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Apabila seseorang atau badan memiliki rumah (bangunan) yang berada di 
atas tanah orang lain sehingga pemilik bangunan terpisah dari pemilik tanah. 
Undang-undang Pajak Bumi Bangunan memungkinkan pemilik bangunan 
dikenakan pajak sendiri terlepas dari pajak yang dikenakan pada pemilik tanah. 
Dalam keadaan seperti itu, pengaturan hukum (Undang-Undang Pokok Agraria) 
menganut asas “pemisahan horizontal” yang bertumpu pada hukum adat. 
Masalah ini sering terjadi di kota-kota besar yang banyak dibangun rumah 
bertingkat dan di setiap tingkat dimiliki oleh orang lain. Yang sekarang lebih kita 
kenal dengan sebutan rumah susun atau apartemen. 
Sedangkan untuk bumi atau bangunan yang digunakan oleh negara 
dalam menyelenggarakan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur 
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sedangkan mengenai bumi dan 
/bangunan milik perorangan atau badan (swasta) yang digunakan oleh 
pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan, kewajiban pajakannya 
tergantung dari perjanjian. 
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) yang ditentukan berdasarkan perbandingan harga transaksi 
properti lain yang sejenis, atau nilai perolehan/penggantian baru. Dasar 
perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). 
NJKP ditentukan dalam range minimum 20% (dua puluh persen) dan maksimum 
100% (seratus persen) dari NJOP. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 
terutang adalah tarif pajak 0,5% x [persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP). 
Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk diisi dengan jelas, benar, dan lengkap 
serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah 
kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja 
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setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Obyek Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Pengecualiannya Menurut. Mardiasmo (2012:262) mengatakan 
bahwa yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan/atau bangunan.  
Menurut Waluyo (2010:414) mengatakan bahwa yang menjadi obyek PBB 
adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan 
tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi 
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. 
Menurut pendapat penulis, yang menjadi obyek PBB adalah benda tidak 
bergerak yaitu berupa bumi dan atau bangunan. Tjahjono dan Husein (2009:482) 
menyatakan bahwa obyek PBB yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah 
obyek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan digunakan untuk kuburan, 
peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, 
hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak digunakan 
oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan atas perlakuan timbal balik 
digunakan oleh badan atau perwakilan internasional. 
 
2.1.6 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 
Dalam mewujudkan atau merealisasikannya, Pajak Bumi dan Bangunan 
juga diatur oleh Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. Jadi 
sebagai acuan untuk pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 
1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 
undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya 
Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan. 
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3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara 
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan Pejabat yang 
berwenang mengeluarkan surat paksa. 
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/1985 tentang pelimpaham 
wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I dan / Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. 
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK. 04/1998 tentang penentuan 
Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian 
besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar 
penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK. 04/2002 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan No. 552/KMK. 03/2002 tentang Pembagian Hasil 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 
 
2.1.7 Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Untuk menilai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peneliti merujuk 
pada teori efektivitas menurut Steers (2006:4) mengatakan bahwa efektivitas 
suatu organisasi tergantung kepada sejauh mana organisasi tersebut mencapai 
tujuannya. Berdasarkan pendapat Steers (2006:4) cara yang terbaik untuk 
meneliti suatu efektivitas adalah memperhatikan secara serempak tiga buah 
konsep yang saling berhubungan, antara lain: 
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1. Paham mengenai optimalisasi tujuan, efektivitas dinilai menurut ukuran 
berapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. 
2. Perspektif sistematika, organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling 
mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat 
berpengaruh terhadap proses pencapaian suatu tujuan organisasi. 
3. Tekanan pada suatu tingkah manusia dalam susunan organisasi tingkah laku 
individu dan kelompok dalam menentukan kelancaran tercapainya tujuan 
suatu organisasi. 
Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk 
mengukur efektivitas dapat mengunakan perspektif sistem. Perspektif sistem ini 
adalah untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen sistem tersebut 
yang terdiri dari komponen dasar yaitu input, throughput dan output dalam 
pencapaian tujuan. 






Sumber : Steers (2006) 
Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat bahwa adanya keterpaduan antara 
komponen-komponen dalam sistem yang saling memengaruhi dan berhubungan 
antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur efektivitas Sutarto (2006:335) 
yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi: 
a. Input, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah misalnya uang, energi, 
orang dan benda 
b. Throughput, yaitu kegiatan mengubah input (orang, uang, benda) menjadi 
output. 




c. Ouput, yaitu hail yang diperoleh dari proses pengolahan baik berupa barang 
(fisik), maupun jasa (pelayanan). 
Menurut Munir, dkk (2004:34), unsur-unsur efektivitas meliputi : 
1. Input (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi 
dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. 
2. Conversion (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan 
organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan 
penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. 
3. Output (keluaran) yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil 
daripenggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia. 
Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) “Efektivitas adalah ukuran 
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan 
dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan 
suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan 
pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan 
pajak bumi dan bangunan dengan potensi pajak bumi dan bangunan. 
 
2.2 Tinjauan Empirik 
Tinjauan empirik adalah acuan atau perbandingan yang dijadikan                   
sebagai standard terhadap penelitian yang diteliti. Ada beberapa peneliti  







Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti  
Judul Penelitian  
 










Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa intensifikasi pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan di 
kecamatan Soreang sudah cukup 
baik atau efektif. Namun hendaklah 
intensifikasi tersebut dapat 
ditingkatkan agar tujuan dari 
organisasi yaitu meningkatkan 
penerimaan pajak dapat terpenuhi. 
Sementara untuk mengukur 
intensifikasi pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan yaitu dengan 
melihat tingkat kepatuhan wajib 
pajak yang diukur melalui aspek 
Psikologis dan aspek yuridis. Aspek 
Psikologis terdiri dari Penyuluhan, 
Pelayanan dan Pemeriksaan. 
Sedangkan Aspek yuridis terdiri 
dari pendaftaran WP, pelaporan 
SPT, penghitungan pajak dan 






Bumi dan Bangunan 
di Kecamatan Wanea 
Kota Manado 
 
Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi 
dan  
Bangunan pada Kecamatan Wanea 
kota Manado ditinjau dari aspek 
pengawasan adalah berlaku kurang 
efektif. Dimana masih terjadi 
penyelewengan dalam pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Meskipun hal tersebut dapat 
terselesaikan pegawai perlu 
mengoptimalkan pelaksanaan 
pengawasan secara rutin terhadap 
pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan untuk meminimalkan 
terjadinya tingkat kesalahan dan 
pelanggaran dalam pelaksanaan 
pengelolaan Pajak Bumi dan Ban 
gunan yang berhubungan dangan 
terjadinya penyelewengan dalam 
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pemungutan pajak, penyimpangan, 
pemborosan, pelanggaran, 
hambatan dan kegagalan dalam 
pengelolaan  





dan Retribusi Daerah 
Terhadap endapatan 
Asli Daerah Pada 
Dinas Pendapatan 
Asli Daerah  
Provinsi DKI Jakarta 
 
Dari hasil penelitian ini dapat 
diketahui bahwa tingkat efektivitas 
pemungutan pajak daerah (X1) 
berpengaruh signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
sebesar 0.007 atau (0.007 < 0.05), 
efektivitas pemungutan retribusi 
daerah (X2) tidak berpengaruh 
terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) sebesar 0.175 atau (0.176 > 
0.05) dan pemungutan pajak dan  
retribusi daerah secara bersama-
sama berpengaruh signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) sebesar 0.004 dimana 
kurang dari 0.05. Berdasarkan 
koefisien determinasi  
dapat diketahui bahwa pengaruh 
tingkat efektivitas pemungutan 
pajak dan retribusi dapat 
menjelaskan sebesar 99.6% 
terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).  
 
2.3 Kerangka Pikir 
Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, 
baik bagi negara maju maupun di Negara berkembang. Karena, jika wajib pajak 
tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 
penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada 
akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan 
berkurang. 
Pentingnya masalah kepatuhan wajib pajak maka penelitian ini ditentukan 
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tana Toraja, sebagai dinas yang berwenang 
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melakukan segala jenis pendapatan daerah khususnya masalah pajak, maka 
perlunya diperhatikan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini 
dimaksudkan agar efektivitas hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
sesuai dengan potensi pajak itu sendiri dalam membiayai pembangunan daerah 
khususnya di Kabupaten Tana Toraja. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya 
dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 





Dalam sistem self assesment wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban 
perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan 
benar, sampai dengan melunasi pajak terhutang tepat pada waktunya. Walaupun 
sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun pidana bagi wajib pajak 
yang tidak atau belum sepenuhnya mematuhi kewajibannya. Hal ini terkait 
dengan kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Jika dikaitkan dengan pajak 
bumi dan bangunan (PBB), kepatuhan dapat berarti pembayar pajak melaporkan 
data-data yang berhubungan dengan kepemilikan atas tanah dan bangunan 
dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan kepatuhan dalam 
membayar PBB terhutang.  
Penelitian mengenai pajak bumi dan bangunan telah dilakukan 
dibeberapa daerah, misalnya penelitian Wiecaksono (2012) berjudul pengaruh 
pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak, dan kepatuhan 
wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan (studi 








menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan 
penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).  
Penelitian Rachman (2013) berjudul: pengaruh pemahaman, kesadaran, 
serta kepatuhan wajib pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di 
Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, menemukan bahwa kepatuhan 
wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. 
Beberapa penelitian di atas menemukan hal yang berbeda sehingga 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tana Toraja.  
Dari hasil penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini,  yaitu 
sebagai berikut:  
H1 : bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas 






















3.1 Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif yakni penelitian 
yang dilakukan dengan menguraikan atau menggambarkan serta menjelaskan 
mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan PBB di 
Kabupaten Tana Toraja. 
 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan di Kabupaten 
Tana Toraja tepatnya pada Dinas Pendapatan Daerah. Waktu yang digunakan 
selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi direncanakan kurang 
lebih tiga bulan lamanya, mulai bulan Agustus s/d bulan Oktober 2015. 
 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil pengamatan secara 
langsung pada obyek penelitian terutama mengenai tingkat kepatuhan wajib 
pajak terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Tana Toraja  
2. Wawancara  
Wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab secara langsung ke Dinas 






dalam penelitian ini. Seperti Kepala Seksi Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan, kolektor, dan beberapa wajib pajak. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu untuk memeroleh sejumlah data melalui pencatatan dari 
sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah serta data-data lainnya yang 
menunjang penelitian ini. 
4. Kuesioner, yaitu memberikan serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun 
secara rinci kepada para responden yang berhubungan dengan objek yang 
diteliti. Data yang akan diperoleh adalah data mengenai tingkat kepatuhan 
wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan. 
 
3.4 Sumber Data 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. seperti: 
Data  yang diperoleh sebagai hasil wawancara yang merupakan tanya jawab 
langsung dengan pegawai yang ada mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan telah menjadi dokumen-
dokumen pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja, literatur, 
karangan ilmiah serta data lainnya yang menunjang penelitian ini. 
 
3.5 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau wajib pajak yang 
ada di Kabupaten Tana Toraja. Mengingat bahwa populasi cukup banyak maka 
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digunakan teknik penarikan sampel menggunakan teori slovin dengan rumus 
sebagai berikut : 
         N 
n  =  ---------------- 
     1  + N(e)2 
 
                   189.493 
n =        
          1 + 189.493 (0,10) 2 
   
            189.493 
n =    
           1.895,93 
n =  99,94 dibulatkan menjadi 100 responden 
Dalam penelitian penulis menggunakan sampel sebanyak 100 orang 
jumlah SPPT PBB atau obyek pajak, dan jumlah ini dianggap representatif. 
Sedangkan teknik penarikan sampel dengan menggunakan metode random 
sampling, yakni penarikan sampel secara acak. 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel 
Adapun definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesediaan dengan kesadaran yang 
dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar 
pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.  
Sebagai indikator pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak adalah : 
a. Saya membayar pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya 
b. Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan 
dari pihak fiskus 
c. Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara  benar 
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d. Sanksi denda pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk           
membayar pajak tepat waktu 
e. Keterlambatan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan akan           
dikenakan sanksi 
f. Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus          
membutuhkan informasi tersebut 
g. Saya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya  tanpa 
ada tunggakan pajak sebelumnya 
2. Efektivitas adalah ukuran berhasi ltidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 
organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah 
mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak 
itu sendiri. Indikator efektivitas adalah : 
a. Wajib pajak Bumi dan Bangunan yang membayar tepat pada waktunya 
meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak 
b. Tingkat kepatuhan wajib pajak bagi setiap orang mempengaruhi jalannya 
pembangunan 
c. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan berhasil bila mencapai 
target yang layak dicapai 
d. Tercapainya efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan karena 
adanya kerjasama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah 
e. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diikuti oleh penyediaan 
fasilitas publik yang memadai dan tatanan birokrasi yang baik 
f. Sistem perpajakan yang diterapkan di Kabupaten Tana Toraja sudah 




g. Kemudahan wajib pajak dalam pembayaran PBB menunjang efektivitas 
sistem pemungutan pajak 
 
3.7 Analisis Data  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang memberikan 
gambaran dan tabel yang lebih mendalam tentang pengaruh tingkat 
kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
2. Analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan di kabupaten Tana Toraja dengan rumus dikemukakan oleh 
Danang Sunyoto (2012, hal. 83) yaitu: 
                                     Y  =  a + b (X) + e 
Di mana : 
Y  =  Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
X  =  Tingkat kepatuhan wajib pajak 
a   =  Konstanta 
b   =  Koefisien regresi 
      e   =  Error 
3. Uji Hipotesis 
Uji t (uji parsial) digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat secara parsial. Jika signifikansi t lebih kecil dari taraf 
signifikansi 5% maka variabel independen berpengaruh signifikan secara 
parsial. Sebaliknya jika nilai signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi 5% 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja 
4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Tana Toraja 
Visi Kabupaten Tana Toraja adalah terwujudnya Pemerintahan yang 
kompeten mengelola pembangunan menuju terciptanya masyarakat religius, 
sejahtera, berkeadilan sesuai karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya 
Tana Toraja. 
Misi Kabupaten Tana Toraja yaitu : 
1. Revitalisasi fungsi birokrasi dan meningkatkan kinerja tata kelola 
pemerintahan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan serta 
distribusi layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. 
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan mutu 
pendidikan dan layanan kesehatan. Penguatan kapasitas peran institusi 
keagamaan, sosial kemasyarakatan, kepemudaan, dan perempuan melalui 
pengendalian pertumbuhan penduduk serta pengendalian pertumbuhan 
dalam rangka terciptanya ketahanan serta kesetiakawanan sosial. 
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan dan 
pengembangan potensi sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, 
dan perikanan serta pengembangan usaha kecil menengah dengan 
mengandalkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. 
4. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur desa-kota untuk membuka 
isolasi wilayah khususnya daerah terpencil guna mendukung kelancaran 
akses layanan publik, arus barang dan jasa, pengembangan dan diversifikasi 





5. Menjadikan Tana Toraja sebagai kabupaten terdepan dalam pengembangan 
program “Gerakan Hijau (Go Green) serta pariwisata berbasis Budaya dan 
Lingkungan (Eco-Culture Tourism) di Sulawesi Selatan. 
 
4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Tana Toraja 
Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale terletak antara 2' – 3' 
Lintang Selatan dan 119' – 120' Bujur Timur, yang berbatasan dengan 
Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan 
Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang disebelah selatan, serta pada 
sekitar timur dan barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan 
Propinsi Sulawesi Barat. 
Kabupaten Tana Toraja dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang 
terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak ibukota 
Kabupaten Tana Toraja dengan Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km 
yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, 
Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros. Luas wilayah 
Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 km persegi yang meliputi 19 
Kecamatan. Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng 
merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,47 km persegi 
dan 206,76 km persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 20,35 
persen dari seluruh wilayah Tana Toraja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana 
Toraja menaungi 112 desa/lembang dan 47 kelurahan. 
 
4.1.3 Pemerintahan dan Penduduk Kabupaten Tana Toraja 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 




Tabel 4.1  Banyaknya Desa/Lembang dan Kelurahan Dirinci Per Kecamatan di 
Kabupaten Tana Toraja 
No. Kecamatan Desa/Lembang Kelurahan 
1 Bonggakaradeng 5 1 
2 Simbuang 5 1 
3 Rano 5 - 
4 Mappak 5 1 
5 Mengkendek 13 4 
6 Gandang Batu Sillanan 9 3 
7 Sangalla 3 2 
8 Sangalla Selatan  4 1 
9 Sangalla Utara 4 2 
10 Makale 1 14 
11 Makale Selatan 4 4 
12 Makale Utara  - 5 
13 Saluputti 8 1 
14 Bittuang 14 1 
15 Rembon 11 2 
16 Masanda  8 - 
17 Malimbong Balepe 5 1 
18 Rantetayo 3 3 
19 Kurra 5 1 
 Jumlah/total 112 46 
 
Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil survey sosial 
ekonomi nasional tahun 2015 berjumlah 243.312 jiwa yang tersebar di 19 
kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 32.402 jiwa yang mendiami 
Kecamatan Makale. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis 
kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, 
yang masing-masing 124.215 jiwa penduduk laki-laki dan 119.097 penduduk 
perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka ratio jenis kelamin yang telah 
besar dari 100, yaitu 104% ini berarti dari setiap 100 orang perempuan terdapat 
104 laki-laki. 
Kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2009 telah 
mencapi 117 kiwa/km2. Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Makale, 
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dengan tingkat kepadatan mencapai 815 jiwa/km2, sedangkan kecamatan yang 
tingkat kepadatannya paling rendah adalah kecamatan Bonggakaradeng dan 
Simbuang, yaitu 32 dan 34 jiwa/km2. 
 
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja 
Adapun struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Tanan Toraja 
dibawah ini : 











Sumber : Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
Berdasarkan dari skema di atas, maka akan disajikan tugas dan fungsi 
masing-masing bagian sebagai berikut. 
1. Bupati 
Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin 
penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama 
DPRS kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 
rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena 






















2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah 
3. Sekretariat Daerah 
Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah 
adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan 
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 
4. Sekretariat DPRD 
Tugas sekretariat DPRD antara lain: 
a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. 
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. 
c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 
d. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD 
dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah. 
5. Polisi Pamong Praja 
Tugas polisi pamong praja adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban 
umum serta merupakan penegak peraturan daerah. 
6. Kecamatan 
Kecamatan merupakan bagi dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin 
oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa 
desa/kelurahan. 
7. Kelurahan 
Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja 




8. Dinas Daerah 
Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh 
kepada dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. 
Contoh dinas daerah antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, 
dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dan sebagainya. 
9. Lembaga Teknis Daerah 
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah 
dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik 
yang berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah. 
 
4.1.5 Aspek-Aspek Kabupaten Tana Toraja 
4.1.5.1 Pendidikan Kabupaten Tana Toraja 
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu Negara 
akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena 
manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. 
Dari tahun ketahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia 
pendidikan di Tana Toraja semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai 
program pendidikan yang canangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan 
kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan 
partisipasi pendidikan untuk mencapai bangku pendidikan tertentu harus diikuti 
dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga 
pendidik yang baik. 
 
4.1.5.2 Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja 
Saat ini di Kabupaten Tana Toraja terdapat 2 rumah sakit, yang terdiri dari 
1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 1 rumah sakit swasta. Sedangkan 
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fasilitas kesehatan lain di Tana Toraja terdapat 20 puskesmas, 30 puskesmas 
pembantu dan 44 polindes. 
Disamping sarana kesehatan, sumber daya manusia di bidang kesehatan 
juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. 
Secara umum jumlah tenaga kesehatan cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun. Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), jumlah akseptor 
baru terjaring pada tahun 2015 sebanyak 10.798 orang. Pada umumya akseptor 
bau tersebut memilih menggunakan komtrasepsi Pil dan Suntikan, yakni masing-
masing 4.783 orang dan 2.985 orang. 
 
4.1.5.3 Agama di Kabupaten Tana Toraja 
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari 
besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan 
agama Kristen yang terdiri dari Kristen Protestan dan Katolik masing-masing 
berjumlah 676 dan 145 unit. Ditinjau dari pemeluk agama di Kabupaten Tana 
Toraja tercatat 155.966 umat agama Kristen Protestan, 44.483 umat Katolik, 
31.164 umat Islam dan 8.616 umat Hindu. 
 
4.1.5.4 Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tana  
            Toraja 
Produksi padi di Kabupaten Tana Toraja pertahun rata-rata sebesar 
75.620,75 ton yang di panen dari areal seluas 15.671 ha atau menghasilkan rata-
rata 4,83 ton per hektar. Produksi jagun di Kabupaten Tana Toraja pertahun 
sebesar 8.376,40 ton dengan luas panen 1.838 ha atau menghasilkan rata-rata 
4,15 ton per hektar. Produksi ubi kayu pertahun sebesar 11.608,75 ton dengan 
luas panen 960 ha atau menghasilkan rata-rata 12,9 ton per hektar. Produksi ubi 
jalar pertahun sebesar 10.560 ton dengan luas panen 960  ha atau menghasilkan 
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rata-rata 11,0 per hektar. Produksi kacang tanah pertahun sebesar 424,41 ton 
dengan luas panen 280 ha atau menghasilkan rata-rata 1,52 ton per hektar. 
Produksi kacang kedelai pertahun sebesar 289,45 ton dengan luas panen 261 ha 
atau menghasilkan rata-rata 1,11 ton per hektar. 
Hasil tanaman perkebunan yang cukup dominan di Kabupaten Tana 
Toraja adalah tanaman kopi Arabica dan coklat yang masing-masing berproduksi 
sebesar 2.351,00 ton dan 2.277,00 ton. 
4.1.5.5 Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Tana Toraja 
Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda masing-
masing tercatat 5.479 ekor, 21.545 ekor dan 4.361 ekor. Populasi ternak kecil 
dan unggas mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Populasi ternak kecil 
yang terdiri dari babi dan kambing masing-masing 268.524 ekor dan 7.191 ekor. 
Populasi unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras dan itik tercatat 373.659 ekor. 
Produksi perikanan di Kabupaten Tana Toraja sebesar 1.112,39 ton 
dengan volume masing 13,55 terdapat dari sungai 5,30 ton yang dipelihara di 
kolam dan 1.112,30 ton yang dipelihara di sawah. 
4.1.5.6 Transportasi dan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja 
Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk 
memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin 
meningkat menuntut adanya transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk 
dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah. Panjang jalan di 
Kabupaten Tana Toraja saat ini mencapai 1.399 km. Yang terdiri dari 306,75 km 
jalan diaspal, 218,53 km jalan krikil, dan 496,03 km jalan tanah, lainnya 230,69 
km. 
Perkembangan pariwisata ditujukan kepada peningkatan kemampuan 
untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. 
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Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja meningkatkan 
pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat didaerah wisata serta penerimaan 
devisa bagi Negara. 
 
4.1.5.7 Sejarah DPPKAD Kabupaten Tana Toraja 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tana 
Toraja sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya 
melalui Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah dibentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja dan merupakan salah satu unit 
kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang menangani sumber-
sumber pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan serta asset daerah. 
DPPAKAD memiliki visi dan misi yang diselaraskan dengan visi dan misi 
Kabupaten Tana Toraja dalam rangka keterpaduan dalam pelaksanaan tugas-
tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tana 
Toraja. Adapun visi DPPKAD Kabupaten Tana Toraja yaitu “Terwujudnya 
pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja guna mendukung pelayanan 
pemerintahan dan pembangunan yang bersih, berkualitas, profesional, dan 
akuntabel”. Dalam rangka mencapai visi tersebut DPPKAD mempunyai misi 
sebagai berikut : 
1. Meningkatkan pendapatan daerah. 
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 
3. Meningkatkan sumber daya manusia. 
4. Meningkatkan sarana dan prasarana. 
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5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan. 
6. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. 
7. Meningkatkan administrasi pengelolaan keuangan daerah. 
8. Meningkatkan kinerja pengalokasian belanja daerah secara efisien, efektif 
dan transparan berdasarkan skala prioritas. 
9. Meningkatkan kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah. 
10. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan 
daerah. 
11. Meningkatkan konsultasi terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan 
daerah 
 
4.1.5.8 Tugas Pokok DPPKAD Kabupaten Tana Toraja 
Tugas pokok DPPKAD Kabupaten Tana Toraja adalah melakukan 
sebagian urusan rumah tangga melaksanakan kewenangan dibidang 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Disamping melaksanakan tugas 
tersebut DPPKAD Kabupaten Tana Toraja juga mempunyai beberapa fungsi 
pokok, antara lain : 
1. Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebijaksanaan, pengawasan 
dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang penetapan 
pendapatan daerah dan realokasi pendapatan daerah. 
2. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan, koordinasi 
mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. 
3. Pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah. 
4. Penerapan pajak dan retribusi daerah. 
5. Pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, 
retribusi daerah dari pendapatan daerah lainnya seperti PBB. 
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6. Penagihan pajak/retribusi daerah serta pemungutan PBB. 
7. Pengelolaan ketatausahaan. 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Deskriptif Obyek Penelitian 
Pada bagian ini akan disajikan gambaran deskriptif obyek penelitian untuk 
mendukung analisa kuantitatif dan memberikan gambaran mengenai pengaruh 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. Sebelum membahas deskriptif 
masing-masing variabel penelitian yang diamati, maka terlebih dahulu akan 
disajikan mengenai data-data deskriptif yang diperoleh dari responden, data 
deskriptif penelitian disajikan agar dapat  diketahui profil dari data penelitian dan 
hubungan yang ada antara variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 
deskriptif yang menggambarkan gambaran umum keadaan atau kondisi 
responden sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian, 
yang dikategorikan berdasarkan : jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, 
status perkawinan responden. 
Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Tana Toraja yang berjumlah sebanyak 100 orang 
responden. Dari 100 lembar kuesioner yang disebarkan kepada responden yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini, semuanya berhasil dikumpulkan dan 
dinyatakan layak untuk dianalisa lebih lanjut. Hasil pengamatan peneliti tentang 
karakteristik responden berdasarkan dapat diuraikan satu persatu yaitu : 
a. Jenis Kelamin 
Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 
2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelasnya akan 
disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat 









Laki-laki 63 63,0 
Perempuan 37 37,0 
 100 100,0 
Sumber : Hasil olahan data primer, 2015 
 
Berdasarkan data mengenai tabulasi jenis kelamin responden maka dapat 
diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini adalah laki-laki yaitu 
sebanyak 63 orang (63,0%), sedangkan responden perempuan berjumlah 
sebanyak 37 orang (37,0%), hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib 
pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tana Toraja adalah didominasi oleh laki-
laki. 
b.  Umur Responden 
Berdasarkan identifikasi responden menurut umur maka akan                  
dilihat umur para responden, dimana dalam melakukan identifikasi  berdasarkan 
umur, dapat dibuat identifikasi responden seperti pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.3 




< 25 tahun 8 8,0 
26-30 tahun 15 15,0 
31-40 tahun 19 19,0 
41-50 tahun  





 100 100,0 
Sumber : Hasil olahan data primer, 2015 
  
48 
Mengacu pada komposisi pembagian persentasi responden berdasarkan 
umur, nampak bahwa sebagian besar umur responden yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini adalah berumur antara 41-50 tahun dengan jumlah 
responden sebanyak 37 orang (37,0%),  diikuti oleh responden yang berumur 
antara 50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 21 orang (21,0%), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur wajib pajak bumi dan bangunan di 
Kabupaten Tana Toraja dan menjadi sampel penelitian ini adalah rata-rata 
berumur antara 41-50 tahun. 
c. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden 
Tingkat pendidikan terakhir seringkali dipandang sebagai satu kondisi 
yang mencerminkan kemampuan seorang responden. Penyajian data responden 
berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden dapat 
terlihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.4 




SMP 15 15,0 










 100 100,0 
Sumber : Hasil olahan data primer, 2015 
Berdasarkan data mengenai tingkat pendidikan responden,                       
menunjukkan bahwa data jumlah responden yang terbanyak adalah dari 
kelompok responden yang berpendidikan atau tamatan SMA yaitu sebanyak 32 
orang (32,0%) dari jumlah keseluruhan responden 100 orang, hal ini 
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menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten 
Tana Toraja adalah mempunyai pendidikan terakhir atau lulusan Sekolah 
Menengah Atas (SMA). 
 
d. Deskripsi Karakteristik Responden menurut Pekerjaan 
Deskripsi karakteristik responden menurut jenis pekerjaan yaitu 
menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden 
menurut jenis pekerjaan responden. Dalam deskripsi karakteristik responden, 
dikelompokkan menurut jenis pekerjaan responden yang dapat dilihat melalui 
tabel berikut ini. 
Tabel 4.5 
Tabulasi Pekerjaan Responden 
Masa kerja  
Frekuensi Responden 
Orang % 
PNS 22 22,0 
Petani 39 39,0 
Wiraswasta 29 29,0 
Ibu Rumah Tangga 10 10,0 
 100 100,0 
      Sumber : Hasil olahan data primer, 2015 
Dari data mengenai tabulasi pekerjaan responden, menunjukkan bahwa 
pekerjaan responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah petani dengan 
jumlah responden sebanyak 39 orang (39,0%), diikuti oleh responden yang 
mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan jumlah responden sebanyak 
29 orang (29,0%), sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak bumi dan 





e. Status Perkawinan Responden 
Status responden dalam penelitian dapat dikategorikan kedalam tiga 
bagian yakni status tidak kawin kawin, janda/duda hasil selengkapnya dapat 
dilihat melalui tabel berikut ini. 
Tabel 4.6 
Status Perkawinan Responden 
Status Perkawinan  
Frekuensi Responden 
Orang % 







 100 100,0 
  Sumber : Hasil olahan data primer, 2015 
 
Berdasarkan data mengenai status perkawinan responden, maka dari 100 
orang responden yang diteliti maka didominasi oleh responden yang mempunyai 
status kawin dengan jumlah responden sebanyak 62 orang (62,0%) sehingga 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak bumi dan bangunan di 
kabupaten Tana Toraja dan menjadi sampel penelitian ini adalah wajib pajak 
bumi dan bangunan yang mempunyai status kawin atau sudah berkeluarga. 
 
4.2.2  Deskripsi Variabel Penelitian 
Deskripsi variabel penelitian adalah merupakan analisa terhadap variabel 
yang akan diteliti dalam hal ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap 
efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja di 
mana untuk melakukan analisa akan dilakukan berdasarkan dari hasil 
pernyataan responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel, yang 
dapat diuraikan sebagai berikut. 
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1. Analisis deskripsi variabel Penetian mengenai Kepatuhan Waji Pajak 
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesediaan dengan kesadaran yang 
dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak 
bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.  Analisa deskripsi 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan dilakukan 
berdasarkan dari hasil pernyataan responden dimana hasil pernyataan 
responden melalui hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat hasilnya sebagai 
berikut : 
Tabel 4.7 
Persepsi Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Pertanyaan 
Hasil Scoring Jawaban Responden 
STS TS RR S SS 
Saya membayar pajak bumi dan 









Saya menjalankan kewajiban 
sebagai wajib pajak karena ada 









Saya sudah melaksanakan 
kewajiban sebagai wajib pajak 









Sanksi denda pajak Bumi dan 
Bangunan memacu saya untuk           









Keterlambatan dalam membayar 










Saya bersedia melaporkan 
informasi tentang pajak jika fiskus          









Saya rutin membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan setiap tahunnya  










Sumber : Hasil olahan data primer, 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.7 yakni tanggapan responden mengenai variabel 
tingkat kepatuhan wajib pajak, maka diketahui bahwa jawaban terbanyak 
responden adalah setuju, hal ini dapat dilihat bahwa indikator pertama adalah 
saya membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, rata-rata 
responden memberikan jawaban setuju sebesar 39 orang atau sebesar (39,0%), 
indikator kedua Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada 
paksaan dari pihak fiskus, rata-rata responden memberikan jawaban ragu-ragu 
sebesar 35 orang atau sebesar (35,0%), indikator ketiga saya sudah 
melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar, rata-rata responden 
memberikan jawaban ragu-ragu sebesar 40 orang atau sebesar (40,0%), 
indikator keempat Sanksi denda pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk 
membayar pajak tepat waktu, rata-rata responden memberikan jawaban setuju 
sebesar 47 orang atau sebesar (47,0%), indikator kelima keterlambatan dalam 
membayar pajak Bumi dan Bangunan akan  dikenakan sanksi, rata-rata 
responden memberikan jawaban setuju sebesar 40 orang atau sebesar (40,0%), 
indikator keenam saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus 
membutuhkan informasi tersebut, rata-rata responden memberikan jawaban 
setuju sebesar 39 orang atau sebesar (39,0%), indikator ketujuh saya rutin 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya  tanpa ada tunggakan 
pajak sebelumnya, rata-rata responden memberikan jawaban ragu-ragu sebesar 
38 orang atau sebesar (38,0%). 
2. Analisis deskripsi variabel Penetian mengenai efektivitas pemungutan 
pajak bumi dan bangunan  
Efektivitas adalah ukuran berhasi ltidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 
tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur 
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hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. 
Analisa deskripsi terhadap variabel efektivitas pemungutan pajak bumi dan 
bangunan akan dilakukan berdasarkan dari hasil pernyataan responden 
mengenai variabel pemungutan pajak, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan 
responden melalui hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat hasilnya pada tabel 
dibawah ini : 
Tabel 4.8 
Persepsi Responden mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak  
Bumi dan Bangunan 
 
Pertanyaan 
Hasil Scoring Jawaban Responden 
STS TS RR S SS 
Wajib pajak Bumi dan Bangunan 
yang membayar tepat pada 
waktunya meningkatkan efektivitas 









Tingkat kepatuhan wajib pajak 










Efektivitas pemungutan pajak bumi 
dan bangunan berhasil bila 











pemungutan pajak Bumi dan 
Bangunan karena adanya 
kerjasama yang baik antara wajib 









Kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar PBB diikuti oleh 
penyediaan fasilitas publik yang 












Sistem perpajakan yang 
diterapkan di Kabupaten Tana 
Toraja sudah lebih efektif dan lebih 











Kemudahan wajib pajak dalam 
pembayaran PBB menunjang 










Sumber : Hasil olahan data primer, 2015 
Berdasarkan Tabel 4.8 persepsi jawaban responden mengenai  
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan rata-rata responden 
memberikan jawaban setuju, hal ini dapat dilihat bahwa indikator pertama Wajib 
pajak Bumi dan Bangunan yang membayar tepat pada waktunya meningkatkan 
efektivitas dalam pemungutan pajak, rata-rata responden memberikan jawaban 
setuju sebesar 35 orang atau sebesar (35,0), indikator kedua Tingkat kepatuhan 
wajib pajak bagi setiap orang mempengaruhi jalannya pembangunan, rata-rata 
responden memberikan jawaban ragu-ragu sebesar 37 orang atau sebesar 
(37,0), indikator ketiga Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan 
berhasil bila mencapai target yang layak dicapai, rata-rata responden 
memberikan jawaban setuju sebesar 42 orang atau sebesar (42,0), indikator 
keempat Tercapainya efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan karena 
adanya kerjasama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah, rata-rata 
responden memberikan jawaban setuju sebesar 60 orang atau sebesar (60,0), 
indikator kelima Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan (PBB) diikuti oleh penyediaan fasilitas publik yang memadai dan 
tatanan birokrasi yang baik, rata-rata responden memberikan jawaban setuju 
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sebesar 45 orang atau sebesar (45,0), indikator keenam Sistem perpajakan yang 
diterapkan di Kabupaten Tana Toraja sudah lebih efektif dan lebih memudahkan 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya rata-rata responden 
memberikan jawaban ragu-ragu sebesar 45 orang atau sebesar (35,0), indikator 
ketujuh Kemudahan wajib pajak dalam pembayaran PBB menunjang efektivitas 
sistem pemungutan pajak rata-rata responden memberikan jawaban setuju 
sebesar 38 orang atau sebesar (38,0). 
4.2.3 Uji Instrumen Data 
1. Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui keabsahan jawaban responden  
dalam kuesioner, dimana dalam pengujian validitas dilakukan dengan 
mengkorelasikan item pertanyaan dengan total score. Dalam penentuan 
keabsahan (valid) jawaban responden atas kuesioner, maka syarat minimum 
dikatakan suatu butir pertanyaan valid, menurut Azwar dalam Priyatno (2008) 
bahwa batas nilai minimal korelasi sehingga suatu instrumen penelitian dapat 
dikatakan sah (valid) sebesar 0,30. Berikut ini akan disajikan hasil uji validitas 
atas tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi 




Hasil uji validitas atas Kepatuhan Wajib Pajak  








R Standar Ket. 
1. Kepatuhan  X.1 0,699 0,30 Valid 
 Wajib Pajak X.2 0,311 0,30 Valid 
 Bumi dan X.3 0,456 0,30 Valid 
 Bangunan X.4 0,479 0,30 Valid 
  X.5 0,321 0,30 Valid 
  X.6 0,411 0,30 Valid 
  X7 0,378 0,30 Valid 
2 Efektivitas Y.1 0,700 0,30 Valid 
 Pemungutan Y.2 0,408 0,30 Valid 
 Pajak Bumi Y.3 0,561 0,30 Valid 
 dan bangunan Y.4 0,401 0,30 Valid 
  Y.5 0,449 0,30 Valid 








Sumber : Data diolah 2015 
Dari hasil olahan data uji validitas dengan menggunakan program SPSS 
maka terlihat bahwa dari 14 item pertanyaan yang diajukan, nampak bahwa 
semua item pertanyaan untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan 
Bangunan terhadap efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan dapat di 
dikatakan valid, sebab memiliki nilai kisaran corrected item total correlation sudah 
di atas 0,30.  
2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas yakni suatu pengujian berkaitan dengan                      
serangkaian indikator variabel penelitian yang konsisten dalam pengukuran. 
Sehingga suatu konstruk atau variabel yang dikatakan reliabel jika memberikan 
nilai cronbach’s alpha di atas dari 0,60. Dalam kaitannya dengan uraian tersebut 
di atas maka dapat disajikan melalui tabel berikut ini : 
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Tabel 4.10  
Hasil uji reliabilitas atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  





Nilai R  
Standar 
Ket. 
1. Kepatuhan wajib 
pajak bumi dan 
bangunan 
0,719 0,60 Reliabel 
2. Efektivitas 
pemungutan wajib 
pajak bumi dan 
bangunan 
0,752 0,60 Reliabel 
Sumber : Data diolah 2015 
Tabel 4.10 yaitu hasil olahan data mengenai pengujian reliabilitas untuk 
Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan 7 item pertanyaan yang 
dimasukkan dalam pengujian maka memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 
0,719, karena nilai cronbach’s alpha di atas dari 0,60, maka dapat dikatakan 
bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sudah reliabel, sedangkan untuk variabel 
efektivitas pemungutan wajib pajak Bumi dan Bangunan dengan jumlah item 
pernyataan sebesar 7 item pernyataan dengan nilai cronbach’s alpha sebesar 
0,752, hal ini berarti tujuh item yang digunakan untuk mengukur pengelolaan 
efektivitas pemungutan wajib bumi dan bangunan sudah reliabel atau andal 
karena memiliki cronbach’s alpha di atas dari 0,60. 
4.2.4 Hasil Analisis Regresi Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 
Bangunan Terhadap Efektivitas Pemungutan Wajib Pajak Bumi dan 
Bangunan 
 
Untuk melihat sejauh mana penerapan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Bumi dan Bangunan Terhadap Efektivitas Pemungutan Wajib Pajak Bumi dan 
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Bangunan maka dapat digunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan 
program SPSS versi 20 yang hasilnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.11 
Hasil olahan data regresi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan  




T Hitung Probability Ket 
(Constan) 18.187 8,257 0,000 Signifikan  
Kepatuhan wajib 
pajak 
0,307 3.320 0,001 Signifikan  
Signifikan dengan tingkat kepercayaan 95 % 
R   =  0,318            Probability   =  0,000 
R2  =  0,101            F. ratio         =  11.020 
Sumber: Data diolah 2015 
 
Untuk melihat berapa besar pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak 
terhadap efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana 
Toraja maka persamaan regresinya yaitu : 
      Y =  18.187 + 0,307 X 
Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, maka dapat disajikan 
interprestasi koefisien regresi bahwa Nilai b1 = 0,307 yang diartikan bahwa 
apabila wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja meningkatkan tingkat kepatuhan 
wajib pajak maka efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan akan 
meningkat. 
Sedangkan nilai r Square atau koefisien determinasi sebesar 0,101 
artinya 10,10% variasi dari tingkat kepatuhan wajib pajak  terhadap efektivitas 
pemungutan pajak bumi dan bangunan, sedangkan sisanya sebesar 89,90 % 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Koefisien 
korelasi R = 0,318 menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat kepatuhan wajib 
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pajak  terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan cukup kuat, ini 
berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang kuat 
terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tana 
Toraja. 
4.2.5 Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji parsial (uji 
t). Uji t ini digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan antara 
kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan 
bangunan dimana apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel menunjukkan 
diterimanya hipotesis yang diajukan. Dari hasil pengujian parsial maka diperoleh 
nilai thitung 3,320 > nilai ttabel 1,661, serta memiliki nilai probabilitas 0,001 < 0,05, 
berarti tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan 
wajib pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan 
bangunan di Kabupaten Tana Toraja. Sehingga hipotesis diterima yang 
menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap 
efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
 
5.2 Saran-Saran 
Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
1.  Disarankan agar perlunya pemerintah memperhatikan mengenai tingkat 
kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini dilakukan 
sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
2. Disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan 
bangunan sebaiknya dilakukan peningkatan keterampilan kolektor dalam 
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Bapak/Ibu/Sdr(i) wajib Pajak 
Di - 
Saat ini kami sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dalam 
rangka penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin Makassar. Penelitian ini  akan menguji sejauh mana pengaruh 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon kesediaan 
Bapak/Ibu, Saudara/i agar meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner 
ini. Data kuesioner ini akan digabung dengan data lain untuk memperoleh hasil 
yang diinginkan dalam penelitian ini.  
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/ 
Ibu/Sdr(i) mengisi kuesioner ini maka terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. 





             Makassar,  September 2015  









SEMUA PERNYATAAN DI BAWAH INI MENYANGKUT TANGGAPAN ANDA 
MENGENAI PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP 
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI 





1. Jenis Kelamin : 
        Laki-laki 
        Perempuan 
2. Umur :  …………. Tahun 
        Di bawah 25 tahun 
        26 -  30 tahun 
        31 – 40 tahun 
        41 – 50 tahun 
        Diatas 50 tahun 
 
3. Pendidikan terakhir 
        SMP                                                  D3 
        SMA    Sarjana (S1 dan S2)  
                                                                 Lainnya 
4. Pekerjaan : 
             PNS 
             Petani 
             Wiraswasta 
             Pengusaha 
             Ibu rumah tangga 
 
5. Status Perkawinan :  
        Kawin 
        Belum Kawin 






Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan diri Anda 
dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang dipilih. 
 
Pilihan jawaban :                Nilai 
a. Sangat setuju :   5 
b. Setuju :   4 
c. Ragu-ragu :   3 
d. Tidak setuju :   2 
e. Sangat tidak setuju :   1 
 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
No. Pernyataan STS TS RR S SS 
1 Saya membayar pajak Bumi dan 
Bangunan tepat pada waktunya 
     
2 Saya menjalankan kewajiban 
sebagai wajib pajak karena ada 
paksaan dari pihak fiskus 
     
3 Saya sudah melaksanakan 
kewajiban sebagai wajib pajak 
secara  benar 
     
4 Sanksi denda pajak Bumi dan 
Bangunan memacu saya untuk           
membayar pajak tepat waktu 
     
5 Keterlambatan dalam membayar 
pajak Bumi dan Bangunan akan           
dikenakan sanksi 
     
6 Saya bersedia melaporkan informasi 
tentang pajak jika fiskus          
membutuhkan informasi tersebut 
     
7 Saya rutin membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan setiap tahunnya  
tanpa ada tunggakan pajak 
sebelumnya 











EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
No. Pernyataan STS TS RR S SS 
1 Wajib pajak Bumi dan Bangunan 
yang membayar tepat pada 
waktunya meningkatkan efektivitas 
dalam pemungutan pajak 
     
2 Tingkat kepatuhan wajib pajak bagi 
setiap orang mempengaruhi 
jalannya pembangunan 
     
3 Efektivitas pemungutan pajak bumi 
dan bangunan berhasil bila 
mencapai target yang layak dicapai 
     
4 Tercapainya efektivitas pemungutan 
pajak Bumi dan Bangunan karena 
adanya kerjasama yang baik antara 
wajib pajak dan pemerintah 
     
5 Kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar PBB diikuti oleh 
penyediaan fasilitas publik yang 
memadai dan tatanan birokrasi yang 
baik 
     
6 Sistem perpajakan yang diterapkan 
di Kabupaten Tana Toraja sudah 
lebih efektif dan lebih memudahkan 
wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya 
     
7 Kemudahan wajib pajak dalam 
pembayaran PBB menunjang 
efektivitas sistem pemungutan pajak 




Lampiran 1 : DATA RESPONDEN 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Frequency Percent Valid percent Cumulative 
Percent 
Valid    Laki- laki 
            Perempuan 













 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid         < 25 tahun 
                26-30 tahun 
                31-40 tahun 
                41-50 tahun 
>50 tahun 






























Frequnce Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid          SMP 
                  SMA 
                  D3 
                  Sarjana ( S.1) 
                  Lainnya 

























 Frequency Percent Valid Percent Curmulative 
Percent 
Valid          PNS 
                  Petani 
                  Wiraswasta 
                  Ibu Rumah tangga 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid           Kawin 
                   Belum Kawin 
                   Janda/Duda 

















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid              TS 
                       RR 
                       S 























 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid               TS 
                       RR 
                       S 
                       SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 






















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
  
72 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 



























 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 





















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 






















 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 























 Frequency Percent Valid Percent Curmulative Percent 
Valid                TS 
                         RR 
                         S 
                         SS 














































Scale : ALL VARIABLES 
Case Pocessig Summary 
 N % 
Cases   Valid 
 







a. Listwise deletion based on all variables on all in procedure 
Reability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
.719 7 
Item- Total Statistics 
 Scale Meain if Item 
Deleted 
Scale Variance if Item 
Deleted 
Corrected Item- Total 
Correlation 






































 Variables Entered/  
Moded Variables Entered Variables Removed Method 
1 Kepatuhan Wajib 
 
. Enter 
a. Dependent Variabl: Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1  .101 .092 3.44013 
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak 
 
